
BUPATI KONAWE UTARA 

PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA 

NOMOR U\ TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR 38 TAHUN 

2017 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN 

DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KONAWE UTARA 

TAHUN ANGGARAN 2018 

I 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KONAWE UTARA, 

Menimbang : a . bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 225/PMK.07/2017 tentang perubahan kedua 

atas PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang 

pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa untuk 

mendukung skema padat karya tunai (Cash For 

Work); I 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Utara 

tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian 

Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Konawe Utara 

Tahun Anggaran 2018; 

Memperhatikan : 1. Undang-Undang No 13 Tahun 2007 Tentang 

Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Sulawesi 

Tenggara (Lembaran Negara R l Tahun 2007 Nomor 

15, Tambahan Lembaran Negara R l Nomor 4689); 

2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 

Desa (Lembaran Negara R l Tahun 2014 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara R l Nomor 5495); 



3. Undang- Und;ang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan 

Lembaran Negjara Republik Indonesia Nomor 5769); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana 

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa (Lembeirgm Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5717); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Perubiihan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 60 Tal iun 2014 Tentang Dana Desa Yang 

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Negara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5864); 

6. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang 

Rincian AnggEiran Pendapatan dan Belanja Negara 

Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 224); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 

2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

2093); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 

2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Beritfi Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 2036); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 3 Tahun 

2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1359); 

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke 

Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 112/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081); 

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian 

Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1884 ); 

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 

tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 

Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1359); 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas 

PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan 

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 

1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah 

Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 Nomor 72); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 

9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 

Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Konawe Utara Tahun 2017 Nomor 97). 



MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR 38 

TAHUN 2017 TENTANfG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN 

PEMBAGIAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI 

KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2018. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 38 

Tahun 2017 tentang tata cara Penghitungan dan Pembagian Rincian Dana 

Desa Setiap Desa di Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita 

Daerah Kabupaten Konawe Utara Tsihun 2017 Nomor 195) diubah sebagsii 

ber ikut: 

1. Ketentuan pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 9 

(1) Penyaluran Dana Desa dilsikukan melalui pemindsih bukuan dari 

Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa. 

(2) Pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas 

Umum Desa dilakuksm paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana 

Desa diterima di Rekening Ksis Umum Daerah setelah persyaratan 

penyaluran telah dipenuhi. 

(3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan 

setelah Bupati menerima Peraturan Desa mengenai APBDes 

(4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I I dilaksanakan 

setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian 

output Dana Desa tahun anggaran sehelumnya dari Kepala Desa. 

(5) Penyalursin Dana Desa dari FIKUD ke RKD tahap II I dilaksanakan 

setelah Bupati Menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian 

output Dana Desa sampai tahap I I dari Kepala Desa. 

(6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I I 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menunjukkan rata-rata realisasi 

penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan 

rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima 

puluh persen). 



(7) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) 

dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh 

kegiatan. 

(8) Pen3nQsunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , (4) dan ayat (5) dilakukan sesuai 

dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian 

output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output. 

(9) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 

belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa dapat 

memutakhirkan tabel referensi data dengsin mengacu pada peraturan 

yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait. 

2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga pasal 14 berbimyi sebagai berikut: 

Pasal 14 

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian 

output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat 85 Desa Kabupaten Konawe Utara. 

(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa 

tahun anggaran sehelumnya; dan 

b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa 

sampai dengan tahap I I . 

(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun 

anggaran sehelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 

disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran 

berjalan. 

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai 

dengan tahap I I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 

disampaikan paling lambat tanggal 7 J u n i tahun anggaran berjalan. 

(5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu 

penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat 

(4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian 

output kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data 

pada aplikasi software. 

(6) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan 

realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa 



(7) Dalam hal pemhuatan/Penyusunan laporan pertanggung jawaban 

keuangan desa, wajib menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa 

(Siskeudes) sebagai standar pengelolaan keuangan desa. 

3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga pasal 15 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 15 

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal : 

a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 9 Ayat (3), (4) dan (5) Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

86 Desa Kabupaten Konawe Utara; 

b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sehelumnya lebih 

dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau 

c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas 

fungsional di daerah. 

(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap 11 tahun 

anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 

sehelumnya. Dalam hal SiLPA Dana Desa tahun anggaran sehelumnya 

(3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sehelumnya lebih 

besar dari jumlah Dana Desa yang aikan disalurkan pada tahap 11, 

penyaluran Dana Desa tahap 11 tidak dilakukan. 

(4) Dalam hal sampan dengan minggu kedua bulan J u n i tahun anggaran 

berjalan, sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sehelumnya masih 

lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang 

ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan 

dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD. 

(5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA 

Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. 

(6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya. 

(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan 

oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi 

atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan 

Dana Desa. 

(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada 

Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran 



DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. 

4. Ketentuan Pasal 16 ayat (6) diubah dan ditambahkan beberapa ayat, 

sehingga pasal 16 berbun5d sebagai berikut: 

Pasal 16 

(1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal: 

a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima; 

b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sehelumnya kurang 

dari atau sama dengan 30%; dan 

0. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah. 

(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai 

dengan berakhimya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat 

disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD. 

(3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik 

dan Dana Desa. 

(4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan 

mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun 

anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan 

APBDesa tahun anggaran berikutnya. 

(5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran 

berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(6) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD belum disalurkan dari RKUD ke 

RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, 

sisa dana tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam 

penyaluran Dana Desa tahap 11 dari RKUN ke RKUD tahun anggaran 

berjalan. 

(7) Dal£im hal desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum 

minggu kedua bulan J u n i tahun anggaran berjalan, Bupati 

menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa Tahap 11 yang 

belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku 

KPA penyaluran DAK Fis ik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga 

bulan J u n i tahun anggaran berjalan. 



(8) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap 11 dari 

bupati, kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fis ik dan Dana Desa 

menyalurkan sisa Dana Desa tahap 11 yang belum dari RKUN ke RKUD 

paling lambat bulan J u n i tahun anggaran berjalan 

(9) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran Dana 

Desa tahap 11 sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sisa Dana Desa 

tahap 11 yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD tahun anggaran 

berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menjadi sisa anggaran 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe 

Utara 

lebih pada RKUN 

Pasal 11 

Ditetapkan di Konawe Utara 

pada tanggal 2018 

^ 5 < / B U P A T I KONAWE UTARA, M 

Diundangkan di Konawe Utara 

pada tanggal 99- Mf^^ 2018 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN KONAWE UTARA JOT 

H. MARTAYA 

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2018 

NOMOR 


